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ABSTRAK 

 
Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia yang semakin 
menggembirakan, maka perlu untuk dipahami segala hal yang 
berkaitan dengan Perbankan Syariah di Indonesia. Ditengah-tengah 
krisis keuangan global yang melanda dunia, lembaga keuangan 
syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta 
keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat 
berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan 
dana di bank-bank syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah 
yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif 
sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan 
bank.Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana 
implikasi kebijakan pemerintah terhadap perkembangan perbankan 
syari’ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan praktik 
perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah 
menunjukkan catatan pertumbuhan, baik dari sisi jumlah Bank 
Umum Syariah, jumlah Unit Usaha Syariah, jumlah BPRS beserta 
dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan 
yang disalurkan, serta jumlah asset yang Cukup menggembirakan. 
Namun perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor 
pendukung dan tantangan di atas. Hal itu menunjukkan bahwa upaya 
keras dari seluruh stake holders industri keuangan syariah sangat 
dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di 
Indonesia. 
   
Keyword: Implikasi, Kebijakan Pemerintah, Perkembangan 
Perbankan Syari’ah 
 
A. Pendahuluan 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah  

menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. 

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan 

menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih 
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dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-

bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 

telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak 

yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara 

perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap 

eksisdan mampu bertahan. 

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global 

yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, 

lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya 

dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap 

stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta 

keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat 

berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah 

penyimpan dana di bank-bank syariah.  

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat 

Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan 

menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak 

menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis 

keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan 

mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan 

syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk 

menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benartahan dan 

kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. 

B. Perkembangan Perbankan Syariah 

Disadari atau tidak, saat ini, perbankan syariah banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia.Bahkan peminat perbankan 

syari’ah cenderung meningkat dari tahun ke tahun.Hal itu 

disebabkan karena perbankan syari’ah dinilai sangat menjanjikan 

dan tidak merugikan bagi para nasabahnya.Selain itu prospek 

kedepan juga dinilai jelas dan tidaklah mengecewakan.Sehingga 
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semakin tahun peranan perbankan syari’ah semakin urgen bagi 

masyarakat Indonesia. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem 

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan 

bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan 

dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa 

perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem 

perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh 

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, 

meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen 

keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara 

sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan 

harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin 

meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah 

disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis 

masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang 

bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian 

kestabilan harga jangka menengah-panjang. 

Maka jelaslah bahwa urgensitas lembaga perbankan 

syariah di Indonesia ini setidaknya mencakup empat hal, yaitu; 

sebagai alternatif jasa keuangan, transaksi non spekulatif, re-

attachment, dan fungsi social. 
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Berbagai program konkrit dilakukan sebagai tahap 

implementasi dari grand strategypengembangan pasar keuangan 

perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:  

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan 

syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman 

perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian 

target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri 

sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah 

Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, 

dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan 

pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 

menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan 

syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset 

sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. 

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang 

meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. 

Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan 

keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, 

transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi 

informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli 

investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada 

aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank 

atau beyond banking”. 

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat 

terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum 

mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan 

universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua 

segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. 
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Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan 

kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh 

keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) 

dandukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar 

nama produk yang mudah dipahami. 

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang 

didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi 

informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa 

bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan 

tetap memenuhi prinsip syariah; dan 

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat 

secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi 

langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, 

online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan perbankan Syariah di 

Indonesia yang semakin menggembirakan, maka perlu untuk 

dipahami segala hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah 

di Indonesia ini. Salah satu hal penting adalah inovasi produk 

perbankan syariah. Dari waktu ke waktu seiring dengan 

perkembangan perbankan syariah, maka kebutuhan 

pengembangan produk juga semakin bertambah. 

Inovasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa 

perbankan yang baru dinilai penting karena masih banyak 

bentuk-bentuk layanan jasa keuangan yang perlu dikembangkan 

untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara 

umum yang terus berkembang. Dalam rangka memastikan 

produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan, bank syariah dan 
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Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan rencana pengeluaran 

produk dan jasa baru tersebut kepada Bank Indonesia melalui 

salah satu dari dua mekanisme yaitu laporan rencana 

pengeluaran produk baru atau mengajukan permohonan 

persetujuan produk baru (izin). 

Mekanisme pertama yaitu pelaporan produk diberlakukan 

untuk produk baru bank yang telah ditetapkan dalam Buku 

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.Bank tidak perlu meminta 

izin tetapi wajib melaporkan rencana pengeluaran produk 

tersebut kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan penegasan 

paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud 

dikeluarkan.Untuk produk baru yang belum ditetapkan dalam 

Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, diberlakukan 

mekanisme kedua. 

Produk perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini yang 

dioperasikan sebagai berikut; 

1. Al-Wadiah (Titipan) 

Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu 

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendaki. 

2. Murabahah 

Perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah.Bank 

syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, 

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan 

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin 

keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan 

nasabah. 

3. Ijarah (Sewa) 

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) 

https://republika.co.id/tag/bank-syariah
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tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu 

sendiri. 

4. Rahn (Gadai) 

Menahan barang sebagai jaminan atas uang. 

5. Syirkah (Bagi Hasil) 

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih (bank dengan 

nasabah) untuk suatu usaha tertentu di mana masing-

masing pihak memberikan kontribusi modal (dana/expertise) 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

6. Mudharabah 

Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak di 

mana pemilik modal (shahibul amal) memercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama 

dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal 

dan keahlian dari pengelola. 

7. Al-Qard (Pinjaman) 

Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya 

(jumlah pokok yang diterima) kepada lembaga keuangan 

syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS 

dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman 

tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank 

syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan 

pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. 

8. Bay'i (Jual Beli) 

Ada tiga jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan 

syariah, yaitu akad Bay'u al-Murabahah (akad jual beli 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 
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(margin) yang disepakati), Bay'u al-Salam (pembiayaan jual 

beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian, 

sedangkan pembayaran dilakukan di muka), dan Bay'u al-

Istishna (kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat 

barang).    

C. Perkembangan Perbankan Syariah dalam Pembangunan 

Ekonomi di Indonesia 

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia 

sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. 

Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-

Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar 

internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-

Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 

Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya 

ide ini: 

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil 

belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok 

Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.  

2. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, 

merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara 

Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah. 

3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal 

dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru 

dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan 

bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. 

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi 

sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket 

Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri 

perbankan.Para ulama pada waktu itu berusaha untuk 

mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat 
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hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja 

menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi 

dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di 

Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian 

dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid 

Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja 

untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. 

Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di 

Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 

7 tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang 

sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah 

(Sutan Remy Syahdeini, 2014: 97) BMI lahir sebagai hasil kerja 

tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank 

Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 

1991.Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen 

pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 

Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana 

Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor 

awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-.  

Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, 

sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal 

Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, 

Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. 

Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan 

sebagai yayasan penopang bank syariah.Dengan terkumpulnya 

modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) mulai beroperasi. 

Keberadaan BMI ini semakin diperkuat secara konstitusi 

dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 
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tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. 

Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah 

satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan 

Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah. Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada 

tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan 

prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 

1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 

tahun 1992. 

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS).Namun demikian, keberadaan dua jenis 

lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau 

masyarakat Islam lapisan bawah.Oleh karena itu, dibentuklah 

lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul 

Maal Wattamwil (BMT).Setelah dua tahun beroperasi, Bank 

Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat 

Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang 

sahamnya.Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat 

mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang 

kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah 

oleh PT Danareksa Investment Management. 

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang 

perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam 

UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang 

yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari 

UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah 

dikembangkan dengan tujuan: 
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1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang 

tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya 

sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan 

sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat 

dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen 

yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem 

perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. 

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha 

berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep 

yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis 

(mutual investor relationship). Sementara, dalam bank 

konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan 

debitur dan kreditur (debitor to creditor relationship). 

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan 

yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa 

peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan 

(perpectual interest effect) membatasi kegiatan spekulasi 

yang tidak produktif (unproductive speculation), pembiayaan 

ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih mcmperhatikan 

unsur moral.  

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan 

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan 

dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk 

SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan 

landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan 

perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut 

memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan 

jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan 

Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan 
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kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, 

baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.2 

Pada tanggal 16 Juli 2008, UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan 

landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan 

diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang 

selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per 

tahun namun pasarnya (marketshare) secara nasional masih di 

bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secarakhusus 

mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan 

maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru 

diperkenalkan dalam UU No. 21 Tahun 2008, antara lain yakni 

menyangkut pemisahan (spin-off) UUS baik secara sukarela 

maupun wajib dan Komite Perbank-an Syariah. 

Selain itu terdapat beberapa PBI yang diamanahkan oleh 

UU No. 21/ 2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga 

saat ini antara lain: 

1. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah. 

2. PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. 

3. PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan Bank Syariah.  

4. PBI No.l0/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI 

No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam 

 
2Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 

2007), h. 30-34.  
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Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

5. PBI No.10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI 

No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan 

Syariah. 7.PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum 

Syariah.  

Agustianto juga mengemukakan bahwa perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia makin pesat dan berkembang 

secara fantastis.Krisis keuangan global di satu sisi telah 

membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah.Hal 

ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar, dan pengambil 

kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka 

ingin menerapkan konsep syariah ini secara serius.3  

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan 

menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus 

tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah 

dapat ikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai 

daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank 

umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS. 

D. Simpulan 

Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia 

dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan 

pertumbuhan, baik dari sisi jumlah Bank Umum Syariah, jumlah 

Unit Usaha Syariah, jumlah BPRS beserta dengan jaringan 

 
3Agustianto, http://www.pelita.or.id, akses 07 Desember 2015  
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kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang 

disalurkan, serta jumlah asset yang Cukup menggembirakan. 

Namun perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor 

pendukung dan tantangan di atas. 

Hal itu menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh 

stake holders industri keuangan syariah sangat dibutuhkan 

untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. 

Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi 

maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. 

Untuk itu, peran semua pihak, baik pemerintah, ulama, IAEI, 

akademisi, dan masyarakat dalam mempeloporidan mendorong 

keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan 

tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syariah 

nasional semakin berkualitas, berkembang secara 

berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan 

global, khususnya dalam menyambut MEA 2015. 
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